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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

 Dari paparan dalam bab-bab diatas, maka dapatlah dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data pribadi pengguna jasa pinjaman online harus dilindungi karena 

telah berjatuhan korban-korban dari pinjaman online yang tidak 

terdaftar ini dan sudah dianggap merugikan masyarakat dan 

pemerintah karena potensi penerimaan pajak dan bisa digunakan 

untuk praktik pencucian uang. Data pribadi dari nasabah yang dicuri 

dapat dijual di pasar gelap dan/atau disebarluaskan oleh pinjaman 

online yang tidak terdaftar untuk meneror nasabah agar merasa malu 

dan segera membayar hutangnya. Pinjaman online yang tidak 

terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan  pada dasarnya bukan 

merupakan pinjaman online yang sah atau legal dan tidak bisa 

bekerjasama dengan Bank sehingga tidak dapat memperluas 

territorial usahanya. Pergerakan dari pinjaman online ini harus 

diminimalkan karena pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK 

ini sering menyalahgunakan data nasabahnya. Dalam ketentuan 

pasal 59 RUU PDP melarang untuk mengungkapkan atau 

menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan pemilik data 

pribadi tersebut. Di dalam RUU PDP juga telah diatur mengenai 

sanksi administratif dan juga denda atau pidana penjara bagi yang 

melanggar. Selain itu, di dalam UU ITE ditulis bahwa penggunaan 

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data 

pribadi seseorang harus dilakukam atas persetujuan Orang yang 

bersangkutan. 

2. Urgensi pembentukan suatu aturan demi melindungi data nasabah 

pinjaman online belum terpenuhi karena peraturan Otoritas Jasa 
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Keuangan (POJK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) yang ada sekarang dirasa masih belum bisa 

untuk memberikan perlindungan yang cukup untuk nasabah 

pinjaman online, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 

Namun urgensi tersebut telah tertampung di dalam Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Di dalam 

RUU PDP tersebut diatur bahwa perusahaan jasa pinjaman online 

tidak bisa sembarangan menyedot data nasabah karena diperlukan 

persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan yang terekam. Dengan 

adanya pasal ini dapat mengurangi pendistribusian data pribadi 

nasabah secara liar, terutama untuk telemarketing. Pemilik data 

pribadi juga dapat melakukan penarikan datanya melalui 

permohonan tertulis kepada penyedia pinjaman online. RUU PDP 

juga mengatur mengenai sanksi administratif dan denda atau pidana 

penjara bagi perusahaan pinjaman online yang melanggar. 

Pergerakan dari pinjaman online illegal ini harus diminimalkan 

karena sering menyalahgunakan data dari nasabahnya sehingga 

diperlukan aturan untuk melindungi data diri nasabah tersebut.  

 

5.2.Saran 

 Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapatlah dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan perluasan kemitraan 

dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk 

melacak  bukan hanya perusahaan pinjaman online saja tetapi nama-

nama orang yang mengoperasikan perusahaan pinjaman online 

tersebut sehingga rekeningnya dapat diblokir dan juga untuk 

melindungi data pribadi pengguna jasa penjamin online yang tidak 

terdaftar di OJK. Diperlukan juga sosialisasi dan edukasi terhadap 
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masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat tidak melakukan 

pinjaman ke pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. 

2. Mendorong pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki UU dan 

peraturan yang sudah ada atau merumuskan POJK tentang pinjaman 

online yang baru, terutama mengenai perlindungan data pribadi nasabah 

pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan pencegahan 

beroperasinya pinjaman online yang tidak terdaftar, agar data pribadi 

nasabah semakin terlindungi. Memperluas kewenangan OJK, agar 

perusahaan pinjaman online yang tidak sah terdaftar dapat terlacak dan 

ditutup usahanya. Diperlukan adanya keaktifan OJK sebagai pelapor, 

agar pihak OJK dapat bertindak sebagai pelapor untuk mewakili korban-

korban pinjaman online baik yang terdaftar maupun yang tidak 

terdaftar.Perlindungan data pribadi nasabah pengguna jasa penjamin 

online yang tidak terdaftar dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pinjaman pada perusahaan pinjaman online yang terdaftar di dalam 

Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara pinjaman online untuk 

mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi 

pinjaman seperti yang diatur di dalam POJK 77. 
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